
BUPATI MALI]KU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR itz - - TAHUN 2Ol4

TENTANG

PELAKSANAAN KEPESERTAAN

BADAN PEI{YELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Menimbang : a.

1.

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan

kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan

pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja

diperlukan jaminan sosial kepada tenaga kerja oleh perusahan

atau pengusaha melalui kepesertaan Program BPJS

Ketenagakerjaan;

bahwa untuk mendukung kepesertaan Program BPJS

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam hurrf a,

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mewajibkan

setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga

kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pelaksanaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun

1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II

dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16a5);

c.

El

Mengingat



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L97O Nomor

l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2et8l;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib [.a.por

Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3201);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun L992 Tentang Jaminan Sosial

Tenaga Kerja (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3a68);

Undang-Undang Nomor I3 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a2791;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437); ss[egaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aSaal;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa38);

9.



10. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 44561;

1 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor

ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

so38);

L2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2AlL tentang Badan

Penyelenggffa Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLO Nomor I16, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5256);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013

tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

14.. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5781;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah KabupatenlKota,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a7a\;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan

Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993

Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 229,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a721;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Hubungan Antar Lembaga I Badart Penyelenggaraan Jaminan

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor

23O, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5a731;



19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 20rc tentang Tata Cara

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain

Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja,

Pekeda, dan Penerima Bantuan luran Dalam Penyelenggaraan

Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Al3 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a81);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OlL Nomor 310);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG

PELAKSANAAN KEPESERTAAN BADAN PEI{YELENGGARA JAMINAN

SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Barat;

2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna

barang dan jasa yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

4. Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku

Tenggara Barat;



6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, persero€rn lainnya, Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan

dalam bentuk apapun, flrma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya,

lembaga, dan bentuk badan Iainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan

bentuk usaha tetap;

7. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekedakan tenaga

kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun

negara;

8. lzin adalah tzin yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

Barat kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-

undangan dalar,n rangka untuk pembinaan, pengatrrran, pengendalian, dan

pengawasan;

9. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh

pemerintah Kabupaten;

l0.Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin

seluruh ralryat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan

meningkatkan martabatnya rnenuju terw"ujudnya masyarakat yang sejahtera,

adiI, dan makmur;

ll.Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang

selanjutnya disebut Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau

pemerintah yang bertujuan mernberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam

bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang

hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan

yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal

dunia;

l2.Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, dan setiap or€rng termasuk orang

asing yang bekcrja yang telah membayar iuran;

l3.Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau

anggota keluarganya;

14.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi

kerja, dan/atau penyelenggara negara;

_l



l5.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di

dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang

untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat;

l6.Pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut wajib lapor

adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan,

menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan

perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di

Perusahaan;

l7.Surat Permintaan Pembayaratt, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen

yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan

kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengaj ukan permintaan pembayaran ;

l8.Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS

adalah dokumen yang diajukan oLeh bendahara pengeluaran untuk permintaan

pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja

atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu

yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

T\rjuan Peraturan Bupati ini meliputi :

a. meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ;

b. memberikan manfaat bagi tenaga kerja dan;

c. menjamin perli.ndungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah setiap orang atau perusahaan yang

mempekerjakan tenaga kerja di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB III

KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

(1) Peserta BPJS Ketenagakerjaan Wajib :

a. mendaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan;

b. mendaftarkan seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan ke BPJS

Ketenagakerjaan;



1)

2l

3)

c. mendaftarkan upah yang sebenarnya ke BPJS Ketenagakerjaan;

d. membayff secara rutin iuran BPJS Ketengakerjaan;

e. melunasi tunggakannya jika ternyata masih terdapat tunggakan iuran.

(2) Peserta yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diterbitkannya :

a. pemberi kerja

i. perizinart terkait usaha;

li.inn yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;

lli.izin mempekerjakan tenaga kerja asing;

iv . izin pemsahaan penyedia j asa pekerj a/ buruh;

v . tzin mendirikan bangunan.

b. tenaga kerja/perorangan

i. izin rnendirikan bangunan (IMB) ;

ii. surat izin mengemudi (SIM);

iii. sertifikat tanah;

iv.paspor atau;

v. surat tanda nomor kendaraan (STNK)

BAB IV

PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

Setiap or€mg yang melakukan permohonan pengurus€rn atau perpanjangan ian
kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Barat wajib melampirkan fotokopi rekomend.asi kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakejaan setempat

yang telah dilegalisir.

Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusa.n atau perpanjangan

izin kepada SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakejaan setempat yang telah dilegalisir

dan telah memiliki wajib lapor.

Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) berisikan :

a. kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang

dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan ; dan

b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan Program BPJS

IGtenagakerjaan.



BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada

perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun;

2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim

Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program BPJS Ketenagake rlaan;

3) Tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati Maluku Tenggara Barat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Setiap orang atau perusahaan yang, bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi

yang melakukan pengurusan (SPP-LS) dengan menggunakan belanja pada

anggaran pendapatan dan belanja d.aerah pada Pemerintah Kabupaten Maluku

Tenggara Barat wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang

telah dilegalisir.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut

dalam Keputusan Bersama Kepala SKPD yang memberikan pelayanan perizinarr

atau Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan Kepala

Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pemberian atau perpanjangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten

sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku selama tidak

bertentangan dengan Peratrrran Bupati ini.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Diteta.pkan di

pada tanggal

: Saumlaki

: *g Jou 2At4

PARAI. KOORDTNASIT

Sekretaris Daerah ,

Asisten Koordinasi ,t
Kabag Hukum {
Kepala SKPD c

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Diundangkan di : Saumlaki

pada tanggal : 2b $odi 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

Pembina U Madya

Nip. 19600307

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2OI4 NOMOR : IO2


